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Abstract

Marine ecosystem development is a national agenda for implementing sustainable
development goals. Utilization of mangrove forest areas into tourist areas. The use
of mangrove forests as tourism in Tanjung Rejo Village reflects the development of
sustainable marine ecosystems. This qualitative descriptive research aims to involve
residents in managing mangrove forests in Tanjung Rejo Village. Research
collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data
were analyzed using interactive qualitative data analysis techniques to then draw
conclusions deductively. Since 2022 Tanjung Rejo Village has become a Mangrove
Tourism Village. The potential of mangroves is utilized to become various mangrove
tour packages. The potential of mangroves is utilized to become various mangrove
tour packages. Mangrove tourism is able to support mangrove ecosystems by
involving village communities through creative economic groups of residents who
are regularly fostered by multi-stakeholder partners. Awareness of maintaining the
quality of marine ecosystems through mangroves, along with increasing the added
value of mangroves economically and socially for village communities. Achieving a
balance of environmental, economic and social development is the main emphasis
point in achieving sustainable mangrove ecosystem development. Mangrove forest
management shows the participatory culture of the residents.
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Abstrak

Pembangunan ekosistem laut menjadi agenda nasional implementasi tujuan
pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan hutan mangrove menjadi wisata di Desa
Tanjung Rejo mencerminkan pembangunan ekosistem laut berkelanjutan. Penelitian
deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk pelibatan warga dalam pengelolaan hutan
mangrove di Desa Tanjung Rejo. Teknik pengumpulan penelitian yang digunakan
adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik
analisis data kualitatif interaktif untuk kemudian dilakukan penarikan simpulan
secara deduktif. Sejak 2022 Desa Tanjung Rejo menjadi Desa Wisata Mangrove.
Potensi mangrove dimanfaatkan menjadi berbagai paket wisata mangrove. Wisata
Mangrove mampu ekosistem mangrove dengan pelibatan masyarakat desa melalui
kelompok-kelompok ekonomi kreatif warga yang secara berkala dibina oleh mitra
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multipihak. Kesadaran menjaga kualitas ekosistem laut melalui mangrove, seiring
dengan peningkatan nilai tambah mangrove secara ekonomi dan sosial bagi
masyarakat desa. Pencapaian kesimbangan pembangunan lingkungan, ekonomi dan
sosial menjadi titik tekan utama pencapaian pembangunan ekosistem mangrove yang
berkelanjutan. Pengelolaan hutan mangrove menunjukan budaya partisipatif warga.

Kata kunci: pembangunan berkelanjutan, ekosistem laut, mangrove, warga
PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB)
merupakan agenda 2030 pembangunan berkelanjutan dunia dengan tema “Mengubah
Dunia Kita” yang pada 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) ditandatangani oleh 193 kepala negara. Pembangunan berkelanjutan (sustainable
development) merupakan paradigma pembangunan yang tidak hanya untuk memenuhi
kebutuhan masa kini, tetapi juga melindungi sumber daya yang dibutuhkan generasi masa
depan untuk memenuhi kebutuhannya (Rachman, 2018; Sauvé, Bernard, & Sloan, 2016;
United Nations, 2015; World Commission on Environment and Development, 1987).

SDGs memiliki 17 agenda tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu agenda
TPB yaitu ekosistem laut (Rahman, Tresiana, & Karmilasari, 2022; United Nations,
2015). Pada dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable
Development pembangunan ekosistem laut tercermin pada tujuan 14 pembangunan
berkelanjutan yaitu “conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources
for sustainable development” (United Nations, 2015). Pembangunan ekosistem laut yang
berkelanjutan merupakan suatu upaya yang penting untuk mengelola dan menjaga
keseimbangan alam untuk keberlangsungan hidup manusia.

Pembangunan ekosistem laut menjadi penting karena dua pertiga wilayah dunia
merupakan perairan. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah yang daerah
perairannya lebih luas daripada daratan (Badan Pusat Statistik, 2022). Indonesia
merupakan negara yang memiliki keanekaragaman dan kekayaan yang tidak terhitung
jumlahnya. Lautan merupakan wilayah perairan yang menyimpan begitu banyak
kekayaan alam didalamnya. Bahkan sampai sekarang manusia belum mampu menjelajahi
keseluruhan lautan yang ada.

Mangrove merupakan ekosistem pesisir diantara lautan maupun daratan (Fitriah,
Maryuningsih, Chandra, & Mulyani, 2013; Rahman et al., 2022; Wardhani, 2011;
Zainuri, Takwanto, & Syarifuddin, 2017). Menurut Rahmanto (2020) “ekosistem
mangrove merupakan sumber daya lahan basah pada wilayah pesisir, sistem penyangga
kehidupan dan kekayaan alam yang nilainya sangat tinggi”. Ekosistem mangrove
merupakan bagian integral dari wilayah wilayah pesisir atau pantai (Rahmanto, 2020).
Ekosistem mangrove di wilayah pesisir yang merupakan daerah pertemuan antara
ekosistem darat dan laut (Wardhani, 2011). Lingkup ekosistem mangrove yang beririsan
dengan ekosistem laut, mencakup wilayah perairan laut, dan secara alami dipengaruhi
oleh aktivitas yang terjadi didaratan seperti sedimentasi, penggundulan hutan,
pembuangan limbah, perluasan pemukiman, serta intensifikasi pertanian (Wardhani,
2011).

Kehadiran SDGs mendorong pelestarian laut, dan sumber daya laut secara
berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan dan perlindungan

JURNAL KEWARGANEGARAAN
41 Tersedia dalam https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jk
ISSN Cetak: 1693-7287 | ISSN Daring: 2745-6919



Pembangunan Ekosistem Laut Berkelanjutan Melalui ... ..
Volume 20, Nomor 1(2023): Maret 2023

ekosistem laut dan pesisir (termasuk mangrove) secara berkelanjutan (United Nations,
2015). Melalui tujuan ke 14 agenda ke-2 SDGs mendorong untuk pengelolaan ekosistem
pesisir untuk menghindari dampak signifikan yang merugikan dengan tindakan untuk
memperkuat ketahanan, dan melakukan restorasi guna mencapai lautan yang sehat dan
produktif (United Nations, 2015). Pada titik ini ekosistem mangrove yang berada di
wilayah pesisir memiliki peran penting untuk mendukung pembangunan ekosistem laut
berdasarkan tujuan 14 SDGs. Lebih-lebih tujuan ke 14 agenda ke-5 SDGs menegaskan
bahwa pada 2020 setidaknya dapat melestarikan setidaknya 10 persen wilayah pesisir dan
laut (United Nations, 2015).

Berdasarkan Peta Mangrove Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, luas mangrove Indonesia + 3,3 juta Ha (Direktorat Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut, n.d.; Rahmanto, 2020). Berdasarkan luas tersebut dapat diklasifikasikan
kedalam 3 (tiga) kategori kondisi mangrove, yaitu: pertama, mangrove lebat dengan
dengan tutupan tajuk dengan persentase > 70%. Kedua, mangrove sedang dengan tutupan
tajuk sebesar 30-70%. Ketiga, mangrove jarang dengan tutupan tajuk <30% (Direktorat
Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, n.d.). Berdasarkan data yang sama menyebutkan
bahwa luas mangrove yang kritis seluas 637.524,31 Ha (Rahmanto, 2020).

Hadirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres No. 59 Tahun
2017) memberikan acuan sebagai permulaan peta jalan nasional TPB. Peta jalan nasional
pembangunan berkelanjutan kemudian diterjemahkan dalam Rencana Aksi Nasional
(RAN) dan Daerah (RAD) TPB. TPB menjadi acuan untuk menjaga peningkatan
kesejahteraan ekonomi masyarakat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat,
menjaga kualitas lingkungan hidup yang berkesinambungan. Perpres No. 59 Tahun 2017
mengamanatkan pembangunan yang inklusif dengan pelibatan warga menyusun
perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi terhadap pembangunan
berkelanjutan (Perpres No. 59 Tahun 2017).

Inkorporasi peran warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan menegaskan
keberlanjutan dan keseimbangan pembangunan. Partisipasi merupakan aktivitas
keikutsertaan warga dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi; pemilihan dan
pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah; pelaksanaan
upaya mengatasi masalah; dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi
perubahan yang terjadi (Adi, 2007). Peran warga dalam pengelolaan ekosistem mangrove
memberi dampak yang signifikan bagi pembangunan ekosistem laut yang berkelanjutan
(Rahman et al., 2022).

Mewujudkan ekosistem mangrove (pesisir) sebagai wilayah perantara daratan dan
lautan yang berbasis Sustainable Development Goals memerlukan kondisi lingkungan
harus dijaga. Manajemen atau tata kelola pembangunan lingkungan dijamin kualitasnya
seperti memperkuat ketahanan, melakukan restorasi dan pengelolaan mangrove menjadi
bagian penting dari upaya pencegahan abrasi, pencemaran akibat limbah, dan dampak
lain yang dapat merusak ekosistem laut (Wardhani, 2011). Pada konteks tersebut menurut
penulis tujuan 14 pembangunan berkelanjutan memasukan ekosistem pesisir sebagai
ruang lingkup pembangunan ekosistem laut pada TPB (United Nations, 2015).

Kabupaten Deli Serdang memiliki hutan mangrove yang relatif cukup luas. Salah
satu di Deli Serdang yang memiliki hutan mangrove adalah Desa Tanjung Rejo. Peraturan
Daerah Kabupaten Deli Serdang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli
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Serdang Tahun 2021-2041 menyebutkan bahwa “kawasan ekosistem mangrove adalah
kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi
perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.” Memperkuat ketahanan, melakukan
restorasi dan pengelolaan hutan mangrove di Desa Tanjung Rejo memiliki jejak yang
relatif baik dan mencerminkan penerapan paradigma pembangunan berkelanjutan melalui
pemanfaatan menjadi kawasan wisata mangrove.

Pengelolaan pariwisata mangrove yang berbasis Sustainable Development Goals
(SDGs) berkontribusi menjaga ekosistem laut (Rahman et al., 2022). Kawasan ekosistem
hutan mangrove secara fungsional saling berhubungan dan saling berinteraksi untuk
membentuk suatu ekosistem antara daratan dan laut (Samosir & Restu, 2017). Pada
konteks ini menarik meneliti pembangunan ekosistem laut berkelanjutan melalui
pelibatan warga dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Tanjung Rejo. Menariknya
meninjau bagaimana pelibatan warga dalam memperkuat ketahanan, melakukan restorasi
dan pengelolaan hutan mangrove melalui pemanfaatan kawasan wisata mangrove.
Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana peran, keterlibatan dan partisipasi warga
seperti apa yang dilakukan dalam mengelola hutan mangrove dalam upaya mewujudkan
pembangunan ekosistem laut yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pemilihan
metode kualitatif didasarkan karena kualitatif memberikan kesempatan peneliti untuk
memperoleh data penelitian dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara
secara mendalam dengan informan yang telah ditentukan (Pratama & Mutia, 2020;
Somantri, 2005). Penelitian deskriptif dipilih karena penelitian ini mencoba
menggambarkan semua data, subjek, objek penelitian. Penelitian deskriptif kemudian
memberikan kesempatan peneliti untuk menganalisis dan membandingkan data
berdasarkan kenyataan yang ada (natural setting) (Nizkmatur, 2017).

Penelitian dilakukan di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten
Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Data penelitian dikumpulkan menggunakan
teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dihasilkan dalam penelitian
kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif interaktif untuk
menghasilkan gambaran tentang pembangunan ekosistem laut berkelanjutan melalui
pelibatan warga dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Tanjung Rejo. Hasil analisis
disajikan secara deskriptif dengan teknik penarikan kesimpulan secara induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tanjung Rejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Percut
Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Desa Tanjung Rejo
memiliki luas 19 km? dengan jumlah penduduk 11.226 jiwa. Secara geografis, Desa
Tanjung Rejo terletak di wilayah pesisir pantai timur Sumatera. Oleh sebab itu, Sebagian
besar wilayah Desa Tanjung Rejo terdiri dari perairan pesisir dan laut (Badan Pusat
Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2020).

Kondisi geografis Desa Tanjung Rejo tersebut, penduduk desa Tanjung Rejo
bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan pedagang (Samosir & Restu, 2017).
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Desa Tanjung Rejo memiliki potensi dalam bidang perikanan, pariwisata, kawasan hutan
mangrove dan sumber daya alam lainnya. Potensi mangrove dimanfaatkan baik menjadi
lokasi pariwisata di desa Tanjung Rejo, yaitu wisata hutan mangrove dengan luas hutan
mangrove di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
ini sekitar 602.181 ha (Lestari & Simanungkalit, 2011; Samosir & Restu, 2017).

Menurut Samosir & Restu (2017) jaminan agar kelestarian hutan mangrove
keterlibatan warga dalam pengelolaan dan pelestarian hutan mangrove di Desa Tanjung
Rejo. Upaya pembangunan ekosistem laut berkelanjutan melalui pelibatan warga dalam
pengelolaan ekosistem pesisir, secara khusus hutan mangrove di Desa Tanjung Rejo
sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata
Ruang Kota Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2000-2010 (Perda No. 4 Tahun 2002)
(Lestari & Simanungkalit, 2011). Perda No. 4 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa
wilayah Desa Tanjung Rejo dengan potensi hutan mangrove diarahkan sebagai daerah
non-urban yang berfungsi sebagai penyangga kelestarian wilayah dari kerusakan akibat
abrasi, pencemaran akibat limbah, dan dampak lain yang dapat merusak ekosistem laut
(Lestari & Simanungkalit, 2011; Wardhani, 2011).

Jaminan agar hutan mangrove di Desa Tanjung Rejo tetap lestari diantaranya
dengan melibatkan warga desa secara sadar untuk menjaga, mengelola dan
memanfaatkan hutan mangrove tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) memberikan ruang bagi warga desa untuk
berpartisipasi dalam Dberbagai kegiatan pembangunan desa. Pemberian ruang
berpartisipasi bagi warga dalam pengelolaan hutan mangrove sejalan dengan tujuan
pengaturan desa yang berupaya mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat
Desa untuk pengembangan potensi guna kesejahteraan bersama (UU Desa). Lebih-lebih
Desa Tanjung Rejo ini merupakan salah satu desa yang memiliki kawasan mangrove yang
cukup luas yang berbatasan langsung dengan laut selat malaka.

Optimalisasi kolaborasi Pemerintah Desa dan masyarakat (warga) desa merupakan
realisasi tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) (Muhtaj, Prayetno, Perangin-
angin, Siregar, & Rachman, 2022; Rachman, 2016). Komitmen pemerintah desa terhadap
SDGs terlihat dengan keterlibatan warga desa dan rencana pembangunan, misalnya
pengelolaan hutan mangrove sebagai kawasan wisata skala Desa (Muhtaj et al., 2022; UU
Desa). Komitmen pembangunan ekosistem laut berkelanjutan melalui pengelolaan hutan
mangrove di Desa Tanjung Rejo tidak memperoleh hasil yang signifikan tanpa kolaborasi
pemerintah dan masyarakat (Ohlmeier, 2013; Rachman, 2016; Rachman & Al Muchtar,
2018). Ohlmeier (2013, hal. 81) pengembangan inisiatif warga dalam pembangunan dapat
menghasilkan berbagai peluang dan inovasi berpartisipasi dalam kebijakan dan
pembangunan skala lokal.

Pemanfaatan Mangrove dan Pembangunan Berkelanjutan di Desa Tanjung Rejo

Melihat potensi hutan mangrove oleh pemerintah desa memanfaatkannya menjadi
Wisata Mangrove Desa Tanjung Rejo. Pemanfaatan hutan mangrove menjadi kawasan
wisata desa, mendorong Desa Tanjung Rejo menjadi Desa Wisata Mangrove sejak 2022.
Desa Wisata Mangrove Tanjung Rejo memanfaatkan hutan mangrove menjadi wisata
telusur sungai; fracking mangrove; menangkap kepiting; kuliner seafood; budidaya
udang vanamai; edukasi batik mangrove; menanam mangrove; souvenir khas mangrove;
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panorama migrasi burung Serbia; edukasi menanam padi dan lainya yang tersedia dalam
berbagai paket wisata.

Pengunjung wisata mangrove Tanjung Rejo disajikan berbagai pertunjukan dan
atraksi-atraksi, seperti: tari pasambahan; pertunjukan proses penangkapan kepiting
bakau; proses penanaman pohon bakau; pembuatan sirup dan selai mangrove; serta
pembuatan batik mangrove.

Gambar 1. Paket Wisata Mangrove Desa Tanjung Rejo
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Bagi Desa Tanjung Rejo, tanaman mangrove memiliki banyak manfaat dan
dikelola dengan baik. Pemanfaatan tanaman mangrove diantaranya sebagai bahan olah
dalam pembuatan desain batik. Getah tanaman mangrove dapat dimanfaatkan menjadi
bahan pewarna batik. Pemanfaatan mangrove menjadi bahan dasar batik, hingga
menjadi kain “batik mangrove” keseluruhannya dikelola oleh Kelompok Lestari
Mangrove. Hasil produksi kain “batik mangrove” kemudian dijual di kios souvenir yang
terdapat di kawasan wisata mangrove Desa Tanjung Rejo. Selain itu, mangrove juga
dimanfaatkan menjadi olahan sirup dan selai mangrove; serta kue bawang.

Kehadiran kawasan wisata Desa Tanjung Rejo memberi manfaat secara ekonomi,
sosial dan lingkungan. Secara langsung kebutuhan untuk mengisi kegiatan di kawasan
wisata Desa Tanjung Rejo mendorong terbentuknya kelompok-kelompok warga seperti
kelompok seni; kelompok pengrajin seperti batik mangrove, ulos dan lainya; Kelompok
Tani Mangrove; Kelompok Tani Tambak Budi Daya dan Kelompok Nelayan.
Keterlibatan warga desa dalam membangun kawasan Wisata Mangrove Desa Tanjung
Rejo mengembangkan inisiatif warga dalam menjaga ekosistem laut berkelanjutan
dengan mangelola dan melestarikan hutan mangrove. Pengelola dan pelestarian hutan
mangrove secara berkelanjutan melalui wisata mengrove Desa Tanjung Rejo dirasa
memberikan nilai tambah secara ekonomi, sosial dan lingkungan bagi warga desa
(Nasution & Idami, 2022; Ohlmeier, 2013; Rachman, 2016). Sehingga warga peluang
dan inovasi berpartisipasi dalam kebijakan dan pembangunan dan pelestarian hutan
mangrove yang berkelanjutan (Nasution & Idami, 2022; Ohlmeier, 2013; Rachman &
Al Muchtar, 2018).

Pemanfaatan hutan mangrove oleh pemerintah daerah di Desa Tanjung Rejo telah
dapat dilaksanakan dengan baik untuk membangun ekosistem pesisir dan laut yang
berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan menyeimbangkan
dengan memberikan nilai tambah secara ekonomi, dan sosial dapat meningkatkan
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kesadaran bersama betapa pentingnya ekosistem mangrove untuk mewujudkan
ekosistem laut berkelanjutan (Nasution & Idami, 2022). Pada konteks pelestarian
ekosistem mangrove, berarti mewujudkan pembangunan pesisir, sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari ekosistem laut, sebagaimana tujuan 14 pembangunan
berkelanjutan.

Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Kawasan Mangrove

Seiring dengan potensi hutan mangrove di Desa Tanjung Rejo, Pemerintah
pemerintah desa mampu mengeluarkan kebijakan pembangunan dengan pemanfaatan
potensi tersebut. Beriringan dengan penetapan Desa Tanjung Rejo menjadi Desa Wisata
Mangrove sejak 2022. Kebijakan Pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Mangrove Maju Bersama mampu mewujudkan pembangunan ekosistem mangrove
yang berkelanjutan secara ekologis. Pengembangan kawasan wisata mangrove juga
mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Warga dilibatkan dalam
berbagai aktivitas ekonomi kreatif, pertanian, dan bidang lain melalui kelompok-
kelompok warga yang mendukung wisata desa.

Gambar 2. Plang Objek Wisata Pantai Mangrove Paluh Getah BUMDes Mangrove Maju
Bersama

Pembangunan kawasan Wisata Mangrove Desa Tanjung Rejo tersebut merupakan
inkorporasi semangat pembangunan desa dan tujuan pembangunan berkelanjutan
(Hoelman, Parhusip, Eko, Bahagijo, & Santono, 2015; UU Desa). Arah kebijakan
pengembangan kawasan wisata mangrove mencerminkan trigoals pembangunan
berkelanjutan yaitu pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi
masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial
masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup melalui pembangunan ekosistem laut
yang berkelanjutan melalui pengelolaan dan pemanfaatan potensi hutan mangrove
(Perpres No. 59 Tahun 2017; Muhtaj et al., 2022; Rachman, 2016).

Selain memiliki potensi wisata mangrove, desa Desa Tanjung Rejo merupakan
desa pertanian diantaranya petani padi, tambak ikan, sawit dan peternakan; serta
nelayan. Pengembangan kawasan wisata mangrove di Desa Tanjung Rejo membentuk
berbagai kelompok masyarakat yang dibina untuk membantu ekosistem wisata desa.
Kelompok binaan desa tersebut diantaranya kelompok seni; kelompok pengrajin seperti
batik mangrove, ulos dan lainya; kelompok tani mangrove; kelompok tani tambak budi
daya dan kelompok nelayan. Pembinaan kelompok tersebut dengan melibatkan berbagai
stakeholder baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun perusahaan yang
dapat menjadi mitra usaha.
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Dokumen dengan judul Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012
yang dipaparkan pada International Institute for Sustainable Development menyebutkan
bahwa inkorporasi dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pengambilan
keputusan penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (International
Institute for Sustainable Development, 2010). Pendekatan partisipatif memberikan agin
segar bahwa pembangunan tidak mengabaikan aspirasi warga seperti Millenium
Development Goals (MDGs) yang dianggap gagal (Hoelman et al., 2015).
Mengetengahkan dimensi dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan membawa kebijakan
pembangunan hanya pada aspek ekonomi (keuntungan) bagi pihak tertentu, tetapi secara
sosial memberikan kesempatan warga untuk meningkatkan kesejahteraan melalui
kelompok-kelompok binaan serta menghormati aset alam dengan memelihara ekosistem
hutan mangrove.

Agaknya kebijakan pemerintah desa merupakan wujud impelementasi Pasal 83
Ayat (3) Huruf d UU Desa dengan memberdayakan masyarakat desa untuk
meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi. Warga desa diberikan akses untuk
terlibat mendorong perkembangan ekonomi, sosial dan budaya desa mereka (UU Desa;
PP No. 45 Tahun 2017; Rachman, El Muhtaj, Siregar, Perangin-angin, & Prayetno,
2022). Pelibatan berbagai kelompok masyarakat mencerminkan inklusivitas dalam
pembangunan. Semangat pembangunan yang inklusif tersebut membuka ruang bagi
kelompok masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan
lainnya turut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta
evaluasi pembangunan berkelanjutan (Perpres No. 59 Tahun 2017). Kemitraan untuk
mencapai tujuan (partnership for the goals) pembangunan ekosistem laut yang
berkelanjutan terlihat sangat signifikan melalui pelibatan berbagai pihak melalui
pengelolaan kawasan hutan mangrove (Rachman, Batubara, Kabatiah, & Irwansyah,
2022). Penerapan konsep Pentahelix tersebut menjadi penting dalam agenda
pembangunan desa wisata, utamanya dalam pengembangan wisata mangrove desa
(Kepmenparekraf No. KM/107/KD.03/2021; Rachman, Batubara, et al., 2022).

Partisipasi Warga Desa Tanjung Rejo Mengelola Hutan Mangrove

Masyarakat desa secara berkelompok maupun individu memiliki peranan yang
sangat penting untuk menjaga dan melindungi hutan mangrove di Desa Tanjung Rejo.
Kebijakan melibatkan masyarakat pemanfaatan hutan mangrove menjadi kawasan
wisata desa, mendorong meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara
berkesinambungan dan menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Pelibatan
warga dalam pengelolaan hutan mangrove menjadi kawasan wisata desa meningkatkan
kesadaran tentang pentingnya melestarikan ekosistem mangrove selain menjaga kualitas
ekosistem laut yang berkelanjutan, karena mangrove memiliki nilai tambah ekonomi
dan sosial bagi masyarakat desa (Nasution & Idami, 2022). Oleh sebab itu, peningkatan
kesadaran warga terhadap kualitas ekosistem pesisir, utamanya mangrove, seiring
dengan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Kravale-Paulina &
Olehnovica, 2015).

Peran warga desa untuk kelestarian alam dan ekosistem laut berkelanjutan.
Pemanfaatan potensi hutan mangrove menjadi wisata desa Tanjung Rejo diimbangi
dengan kehadiran kelompok-kelompok warga, seperti: kelompok seni; kelompok
pengrajin seperti batik mangrove, ulos dan lainya; kelompok tani mangrove; kelompok
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tani tambak budi daya dan kelompok nelayan. Kehadiran kelompok tersebut diimbangi
dengan kebijakan pendampingan dan pembinaan pemerintah desa bekerjasama dengan
lembaga swadaya masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku
kepentingan lainnya. Tuntutan agar warga dilibatkan dalam pembangunan mengubah
paradigma masyarakat dalam proses pembangunan, memberi ruang partisipasi warga
dalam pengelolaan ekosistem mangrove (Rachman & Al Muchtar, 2018). Pada konteks
ini, warga dijadikan subjek pembangunan, dan bukan lagi sebagai objek pembangunan
(Prasojo, 2004).

Keterlibatan warga dalam pengelolaan hutan mangrove menjadi kawasan wisata
Desa Tanjung Rejo menunjukan budaya partisipatif warga. Budaya partisipatif ditandai
dengan budaya masyarakat yang sadar untuk terlibat aktif dalam kehidupan dan kegiatan
kewarganegaraan (Almond & Verba, 1999). Keterlibatan warga dalam pengelolaan
mangrove relatif baik, ditandai dengan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi
mengenai hutan mangrove. Pembangunan ekosistem mangrove menjadi kawasan wisata
memberikan nilai tambah tidak hanya pada aspek lingkungan, tetapi juga secara
ekonomi, sosial mendorong masyarakat menjaga mangrove secara mandiri. Walau
secara institusi pemeliharaan kawasan mangrove berada dibawah Balai Pengelolaan
Hutan Mangrove (BPHM).

Masyarakat telah memahami bahwa mangrove memiliki dampak yang baik
lingkungan. Mangrove dapat mengatasi permasalahan abrasi yang terjadi di pinggir
pantai karena akar tumbuh dengan besar dan kuat ditepi pantai dapat melindungi daratan
dari hempasan ombak. Mangrove merupakan habitat dari berbagai jenis hewan.
Mangrove juga dapat menyaring air laut menjadi air tawar; dan masih banyak lagi
manfaat keberadaan ekosistem mangrove lestari. Memahami manfaat keberadaan
mangrove bagi lingkungan warga saling menjaga dan mengingatkan untuk tidak boleh
menebang pohon mangrove sembarangan. Penebangan harus dilakukan pada waktu-
waktu tertentu, dan diimbangin penanaman kembali dibawah arahan Balai Pengelolaan
Hutan Mangrove (BPHM). Perluasan area hutan mangrove dilakukan dengan pelibatan
masyarakat desa. Masyarakat merasa memiliki peran dalam hal melestarikan hutan
mangrove, tidak hanya sebatas tugas pemerintah.

Pelibatan warga desa mewujudkan ekosistem mangrove (pesisir) mendorong
menjadi bagian dari upaya pembangunan ekosistem laut yang berkelanjutan (United
Nations, 2015). Keterlibatan warga Desa Tanjung Rejo menunjukan manajemen dan
kebijakan pemerintah desa yang tepat untuk pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.
Model pengelolaan partisipasi warga memperkuat ketahanan, melakukan restorasi dan
pengelolaan mangrove mendorong untuk pengelolaan ekosistem pesisir guna mencapai
lautan yang sehat dan produktif (tujuan ke 14 agenda ke-2 & 5 SDGs, baca United
Nations, 2015).

Edukasi dan sosialisasi peran warga dalam menjaga ekosistem mangrove harus
terus dilakukan. Walau telah banyak partisipasi warga dalam mendukung pembangunan
ekosistem laut yang berkelanjutan melalui pengelolaan hutan mangrove, tidak sedikit
juga warga yang belum cukup sadar terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan
mangrove. Intervensi terhadap sikap dan kesadaran warga penting untuk terus dilakukan
guna membentuk konstruksi sosial di Desa Tanjung Rejo tentang pentingnya terlibat
untuk melestarikan ekosistem laut yang berkelanjutan melalui pengelolaan hutan
mangrove di Desa Tanjung Rejo (Budimansyah, 2013; Rachman, 2018; Rachman & Al
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Muchtar, 2018). Kesadaran baru dalam realitas pentingnya ekosistem yang lestari harus
menuntut individu untuk tetap terlibat dan berpartisipasi dalam secara bersama-sama
(berkelompok) maupun individu (Kurniawan, 2022).

SIMPULAN

Hutan mangrove merupakan kawasan pesisir yang menghubungkan antara daratan
dan lautan. SDGs mendorong pembangunan ekosistim pesisir termasuk mangrove
sebagai bagian dari agenda pembangunan ekosistem laut. Pengelolaan ekosistem pesisir
dan hutan mangrove untuk meningkatkan secara signifikan guna mencapai lautan yang
sehat dan produktif. Melihat potensi hutan mangrove di Desa Tanjung Rejo, oleh
pemerintah desa memanfaatkannya dan mengembangkan Kawasan Wisata Mangrove
Desa Tanjung Rejo. Kehadiran kawasan wisata Desa Tanjung Rejo memberi manfaat
secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Arah kebijakan pengembangan kawasan wisata mangrove mencerminkan trigoals
pembangunan berkelanjutan. Keseimbangan peningkatan kesejahteraan ekonomi
masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial
masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup melalui pembangunan ekosistem laut
yang berkelanjutan melalui pengelolaan dan pemanfaatan potensi hutan mangrove. Nilai
tambah kehadiran kawasan wisata Desa Tanjung Rejo memberi kesadaran kepada
masyarakat bahwa pembangunan dan pemanfaatan hutan mangrove dapat dilakukan
tanpa merusak dan mengabaikan kebutuhan terhadap lingkungan.

Warga terlibat dalam mengelola kelestarian mangrove dan memberi manfaat bagi
secara ekonomi dan sosial. Kebijakan pemerintah Desa Tanjung Rejo diimbangi dengan
kehadiran kelompok-kelompok warga yang secara berkelanjutan diberikan
pendampingan dan pembinaan pemerintah desa berkejasama dengan lembaga swadaya
masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Model pengelolaan partisipasi warga memperkuat ketahanan, melakukan restorasi dan
pengelolaan mangrove mendorong untuk pengelolaan ekosistem pesisir guna mencapai
ekosistem lautan yang berkelanjutan, sehat dan produktif.
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